BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan
normatif dan wawancara dengan Ketua DPRD Provinsi NTT dan
Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi NTT, dapat disimpulkan bahwa
DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki peran yang sangat
strategis dalam mendorong terwujudnya prinsip-prinsip Good
Governance di lingkup pemerintahan daerah. DPRD tidak hanya
menjalankan fungsi legislasi dan penganggaran, tetapi secara aktif
mengambil bagian dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan
dan program ecksekutif. Dalam konteks ini, DPRD bertindak sebagai
institusi representatif yang menjembatani kepentingan rakyat dengan
jalannya pemerintahan. Melalui peran tersebut, DPRD berupaya
memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara
transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan nilai-nilai Good
Governance. Hal ini tercermin dalam upaya DPRD dalam menyerap
aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, menindaklanjuti isu-isu
publik melalui forum audiensi, serta memberikan pengawasan terhadap
program-program  prioritas daerah yang langsung menyentuh
kepentingan masyarakat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan,

infrastruktur, dan ekonomi rakyat.
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2. Penerapan Fungsi Pengawasan oleh DPRD Provinsi NTT untuk
Mewujudkan Good Governance. Dalam implementasinya, fungsi
pengawasan DPRD Provinsi NTT telah dijalankan melalui berbagai
instrumen yang diatur secara normatif, antara lain melalui rapat kerja
dengan mitra eksekutif, inspeksi lapangan, pembentukan panitia khusus
(Pansus) maupun panitia kerja (Panja), serta melalui analisis terhadap
laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Mekanisme-mekanisme tersebut memungkinkan DPRD  untuk
melakukan evaluasi atas pelaksanaan program pemerintahan serta
mendeteksi potensi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengelolaan
anggaran publik. Secara umum, pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut
telah mendukung prinsip-prinsip dasar Good Governance, khususnya
dalam aspek transparansi informasi, akuntabilitas kebijakan, dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian, dalam
praktiknya DPRD Provinsi NTT masih menghadapi sejumlah hambatan,
seperti keterbatasan kapasitas teknis sebagian anggota dewan dalam
memahami kebijakan publik secara komprehensif, belum optimalnya
penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu pengawasan, serta
adanya potensi tekanan politik yang dapat memengaruhi objektivitas dan
independensi sikap DPRD. Oleh karena itu, untuk meningkatkan
efektivitas pengawasan, dibutuhkan penguatan kelembagaan DPRD,
peningkatan kompetensi anggota dewan, optimalisasi dukungan dari

sekretariat dewan, serta penguatan sinergi dengan lembaga pengawasan
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lainnya dan pelibatan masyarakat secara lebih luas dalam proses

pengawasan kebijakan publik.

B. Saran

1.

Partai politik sebagai pengusung dan pembina kader anggota DPRD
diharapkan dapat meningkatkan pembinaan ideologi, pemahaman
regulasi, dan etika politik kepada para wakil rakyat. Pembinaan ini
mencakup pelatihan rutin terkait prinsip-prinsip good governance,
untuk menganalisis kebijakan, teknis dalam membaca laporan
penggunaan anggaran, serta etika pengambilan keputusan. Dengan
demikian, anggota DPRD tidak hanya menguasai aspek teknis
pengawasan, tetapi juga memiliki integritas dan visi politik yang selaras
dengan kepentingan publik, sehingga proses pengawasan menjadi lebih
objektif, transparan, dan bebas dari kepentingan golongan tertentu.

Penyelenggaraan forum dialog publik terjadwal minimal sekali setiap
masa sidang di tiap daerah pemilihan, untuk mendengarkan langsung
keluhan dan usulan masyarakat, Forum ini dapat digabungkan dengan
agenda reses agar efisien secara waktu dan biaya. Penguatan sinergi
dengan media lokal dan lembaga pengawasan eksternal seperti
Ombudsman atau Inspektorat Daerah untuk memperluas jangkauan

pengawasan dan memperkuat transparansi.
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